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Datam c:ra rejorma.\'i yang gejolak awal merosutnya nitai lukar rupiah 
lerhadap dolar, yang kemudian digunakan sebagai alasan yang mencualkon rasa 
ketidak percayaan alas kepemimpinan Presiden Suharlo. Yang kemudian setelah 
Presiden Habibie timbul rasa beronlak masyarakat yang menginginkan 
desentralisasi yang saral akan korupsi kolusi dan nepolisme. 
Beranjak pada desakan masyarakatlah akhirnya lahir UU No. 22 dan 
UU No. 25 tahun 1999 sebagai jawaban atas aspirasi masyarakat yang ingin 
mengurus daerahnya sendiri dengan putra-pulra daerah sebagai SDNfnya. 
Berawal dari kronologis ilulah akhirnya skripsi ini sebagai kajian untuk 
melihat apakah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana UU No. 22 dan UU No. 25 
lahun 1999 yang menyehulkan hahwa kahupateniKolalah yang .menjadi ujung 
tombak pembangunan dan pelayanan ma.\yarakat bisa ,menjalankan kewajiban 
yang diamanatkan oleh UU terse but. 
Pada skripsi ini mencoba untuk mengkaji posisi fiskal dan derajat 
desentralisasi fiskal serta bagaimana kontribusi PAD terhadap Penerimaan 
Pemerintah Daerah Kab. Bojonegoro yang pada akhirnya bisa memberikan 
gambaran bagaimana kondisi kesiapan Kab. Bojonegoro yang 
mengimplemantasikan No. 22 dan UU No. 25 tahun 1999 tersebut. 
